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ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 
2010, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor              
17 Tahun 2017, dan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78                  
Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran 
Tahun Anggaran 2020; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 198, TLN No. 6410); PP No. 90 Tahun 2010 (LN 
Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 
5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN 
No. 6267); PP No. 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 105, TLN No. 6056); Perpres RI No. 78 
Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 220); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai Revisi Anggaran terdiri atas Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran 
berubah, Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi. Revisi 
Anggaran dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk 
penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA dan/atau Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA 
BUN, dan pengesahan DIPA BUN. Untuk pengendalian dan pengamanan belanja negara, Menteri 
Keuangan dapat melakukan pembatasan atas Revisi Anggaran dengan tetap memperhatikan 
pencapman kinerja Kementerian/ Lembaga. 

    

CATATAN : - Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri ini masih 
tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran pada semua Satker Kementerian/Lembaga, 
sampai dengan ditetapkannya peraturan pengganti Peraturan Menteri ini. 

  - Ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran 
dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai 
dengan kewenangannya. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019. 

  - Lampiran halaman 37-162. 

 


